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A. Latar Belakang 


Organisasi pada dasarnya sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terkendali, dan dengan tujuan yang jelas bersama faktor-faktor seperti uang, material, mesin, metode, lingkungan dan sarana prasarana lainnya aspek ini sangat menunjang mencapai tujuan organisasi. Organisasi pemerintah selalu diwarnai oleh kegiatan-kegiatan pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Semua itu dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan publik merupakan setandar yang memandu seseorang administrator dalam melaksanakan hukum. Salah satu dimensi yang dianggap penting dalam organisasi pemerintahan adalah kualitas pelayanan.


Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat Negara sebagai pelayanan masyarakat sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana Negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tunjuan pendiriannya. Seiring dengan perkembangan masyarakat, masyarakat semakin 

kritis dan semakin berani untuk melakukan control terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. kesadaran akan hak-hak sipil yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari Pendidikan politik yang terjadi selama ini.


Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan suatu cita-cita yang diharapkan oleh semua lapisan masyarakat di suatu Negara di dunia. Misalnya pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik yang diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan peran serta fungsi dari aparatur Negara sebagi abdi masyarakat disertai peningkatan kualitas dan kinerja dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik diharapkan mampu memberikan penilaian positif dari masyarakat berupa kepuasan atas pelayanan yang telah didapatkan. Usaha untuk mewujudkan aparatur sipil Negara sebagai yang diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan Negara memiliki peran yang besar karena terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan tergantung pada sikap, mental, tekad, dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh masyarakat.  

Pelayanan yang diberikan oleh administrasi kependudukan bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat. Dan kalau diserahkan atau ditangani oleh organisasi-organisai lainnya selain organisasi pemerintah maka akan tidak jalan. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi kependudukan pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli. Dalam hal ini bentuk pelayanan yang diberikan tidak bisa dibagi kepada organisasi lainnya. 


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, administrasi kependudukan dan administrator relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan. Ciri ini memberikan warga legalistis dari administrasi kependudukan tersebut. Sehingga dengan demikian perubahan atau perluasan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya sulit atau lambat menyesuaikan diri pada tuntutan-tuntutan masyarakat. Kualitas pelayanan memegang peran penting untuk mencapai kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yang dimaksud adalah kepuasan yang dirasakan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan organisasi pemerintah.  


Pemerintah dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik dari aparatur pemerintah, membuat keputusan mentri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kualitas pelayanan publik bukan kegiatan yang sangat mudah, khususnya pelayanan yang bersifat jasa dan administrasi, namun pada saat ini pusat pemerintah diberbagai Negara demokrasi khususnya Indonesia. Pemberian pelayanan publik menjadi tolak ukur suatu Negara dikatakan gagal atau berjalan dengan baik. Kepuasan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pelayanan publik karena kepuasan masyarakat akan menetukan keberhasilan pemerintah dalam hal pelayanan publik.


Salah satu organisasi pemerintah yang berorientasi kepada pelayanan ke masyarakat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Salah satu tujuan yang ingn dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung pada tahun mendatang adalah “meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, terjangkau dan tepat waktu”. “pennyelenggaraan sebai urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Dinas” tercantum dalam salah satu fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung.


Data penelitian ini yang mana akan diteliti adalah pelayanan E-KTP dan Akta Kelahiran, merupaka contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta keberlangsungan kepenyediaan data kependudukan secara nasional, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini.  Berdasarkan peraturan daerah kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kepndudukan dalam penjelasan umum, menjelaskan bahwa kartu tanda penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP dan juga Akta Kelahiran adalah indentitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang berlaku diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan adanya KTP sebagai identitas diri dan Akta kelahiran agar seorang anak dianggap ada keberadaannya serta terlindungi keberadaannya oleh Negara..    

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, peneliti menemukan permasalahan yaitu rendahnya kepuasan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari indeks sebagai berikut:

1. 
Kurangnya keandalan sikap dalam melayani keluhan-keluhan atau pengaduan yang lama contoh: masih terlihat warga Bandung wetan berinisial A yang komplen tentang salah satu produk dari dinas, (pembuatan E-KTP) yang penanganannya lambat. Kepala bidang kependudukan ibu Nelis mengatakan keterlambatan pembuatan E-KTP dikarenakan ada keterlambatan blanko ditingkat pusat yang masih dalam proses tender (menyediakan barang yang diberikan oleh perusahaan swasta atau pemerintah kepada perusahaan-perusahaan lain). 

2. 
Kurangnya kesanggupan untuk bertindak membantu dengan ikhlas dengan memberikan pelayanan. Contoh: jumlah pegawai yang melakukan perekaman E-KTP berjumlah 2 orang dibagian loket operator, sedangkan salah satu pegawai yang melakukan tugas tersebut sering kali melimpahkan tugasnya dengan alasan yang kurang jelas hal tersebut mengakibatkan pelayanan perekaman E-KTP terhambat dalam melayani masyarakat maka terdapat penumpukan jumlah yang belum dilayani.


permasalahan tersebut diduga disebabkan karena kualitas pelayanan yang belum optimal berdasarkan dimensi-dimensi kualitas pelayanan sebagai berikut:

1. Kurang keandalan sehingga pegawai sering terjadi kekeliruan Contoh: masalah NIK ganda, warga yang akan mengurus surat pindah domisili dari Cirebon ke Bandung. Kemudian melakukan perekaman E-KTP namun gagal karena yang harusnya memakai NIK asal Cirebon di KK dan KTP biasa, ini malah tertulis model NIK Bandung. Akhirnya rubah data ke Disdukcapil Kota Bandung, tapi malah disuruh untuk prin dan surat pindah. Seharusnya Disdukcapil mempunyai data kepindahan, tapi malah disuruh balik kecirebon  karena datanya tidak ada di Disdukcapil kota Bandung. Lantas kemana arsip kepindahan yang sudah diserahkan ke Disdukcapil Kota Bandung.       

2. Kurangnya daya tanggap pegawai sehingga sistem komunikasi yang digunakan belum mencapai tujuan dengan baik. Contoh: seperti masalah tersendatnya atau putusnya jaringan komunikasi data karena jaringan yang sering error dan rusak peralatan perekaman seperti iris, scanner, serta masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya oprasional perekaman E-KTP.  
TABEL1.1

Data Pengaduan Bulan Desember 2017 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

	No
	Jenis Pengaduan
	Jumlah

	1
	Belum mendapat balasan sms antrian
	254 Orang

	2
	Jadwal antrian yang lama untuk pembuatan akta kelahiran
	93 Orang

	3
	NIK belum di aktivasi saat pendaftaran Bank, BPJS, SIM, dan Pembuatan KK baru
	54 Orang

	4
	Pembuatan KTP Elektronik yang sangat lama
	48 Orang



Sumber: data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, yaitu mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyaraka, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung?

3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Memperoleh data dan informasi tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

b. Memperoleh data dan informasi tentang faktor-faktor penyebab pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

c. Untuk mengembangkan data dan informasi tentang usaha-usaha pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna dalam hal:

a. Secara Teoritis, untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh di perkuliahan.

b. Secara Praktis, sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

D. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran merupakan pendapat atau teori para ahli yang digunakan peneliti sebagai pedoman supaya menjadi terarah dalam melakukan penelitian. Kerangka perfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori terhubung dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir berisi gambaran peneliti secara menyeluruh yang memperlihatkan para digma teori tentang masalah yang diteliti dan keterkaitan antara variabel. Variabel yang ada dalam penelitian ini antara lain, kualitas pelayanan sebagai variabel independent (X), sedangkan variabel dependennya (Y) adalah kepuasan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan untuk mempermudah pemecahan masalah dalam suatu penelitian ini diperlukan berbagai teori sebagai tolak ukur atau landasan dari peneliti yang disentetiskan dari fakta-fakta, observasi atau pun kepustakaan oleh karena itu peneliti mengemukakan kualitas pelayanan menurut Thoha (1991:24)
Kualitas pelayanan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang 
 atau kelompok atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan.
Pengertian pelayanan publik menerut Donal (1984:22), dalam buku 
“kualitas pelayanan publik” bahwa pengertian pelayanan yaitu:

pelayana pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. 


Dimensi pelayanan publik menurut Zeithaml, Prasuraman dan Berry 
yang dikutip Iwan Satibi dalam bukunya “manajemen publik dalam perspektif 
teoritik dan empirik”, (2012:80) yaitu:

1. Bukti langsung (Tangibles), yaitu kualitas pelayanan terpilih dari faktor yang tampak dengan mata. Tampak secara fisik atau sesuatu yang kelihatan dan terbukti langsung, seperti kenyamanan dan kelengkapan fasilitas.

2. Keandalan (Reability), adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, memuaskan dan tepat waktu.

3. Daya tanggap (Responsiveness), adalah kesanggupan dan keinginan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

4. Jaminan (Assurance), yaitu para staf atau pegawai sudah kompeten dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Empati (Empathy), adalah perhatian dan ketegasan yang diberikan oleh staf atau pegawai kepada masyarakat. 



Kepuasan masyarakat merupakan fakor yang sangat penting dan 
menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena 
masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkan. Hal ini 
didukung oleh pernyataan Buchari Alma (2000:145) dalam buku 
“Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa” bahwa:

“kepuasan pelanggan adalah rasa senang, lega atau kecewa pelanggan yang membandingkan kesannya terhada produk dan jasa yang dia beli dihubungkan dengan manfaat yang 
dia harapkan”. 


Untuk mengukur kepuasan masyarakat atribut yang berisi tentang bagaimana masyarakat menilai suatu produk atau layanan yang ditinjau dari sudut pandang pelanggan. Menurut Kotler dikutip Buchari Alam  dalam buku 
“Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa” (2000:38), kepuasan masyarakat dapat diukur melalui dimensi pembentuk kepuasan yang terdiri dari:
a. Complain and suggestion System (system keluhan dan saran). Setiap perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (customer-oriental) perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikansaran, pendapat, dan keluhan. Media yang bisa digunakan adalah kotak saran, kartu komentar, saluran telepon khusus (customer hot lines), dan lain-lain.

b. Customer satisfaction (Survey kepuasan pelanggan). Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan baik secara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggannya.

c. Ghost shopping (pembeli bayangan). Metode ini dilakukan dengan cara memperkerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka.

d. Lost Customer (Analisa pelanggan yang lari). Perusahaan yang menggunakan metode ini untuk menganalisis kepuasan pelanggan dengan cara menghubungi pelanggan  
E. Hipotesis 


Berdasarkan kerangka pemikiran diatas tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagi berikut: “Ada pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung”. Hipotesis data diatas adalah hipotesis yang sifatnya ferbal dan subtantif artinya belum bisa diuji oleh karena itu hipotesis peneliti masih bersifat verbal dan subtansif maka harus diterjemahkan kedalam hipotesis setatistik yang sudah oprasional sebagai berikut:
a) Ho : ρs = 0

Artinya ada perbedaan pengaruh antara Kualitas Pelayanan (X) dengan 
kepuasan masyarakat (Y)

b) H1 : ρs ≠ 0 


Artinya tidak ada perbedaan pengaruh antara Kualitas Pelayanan (X) dengan Kepuasa Masyarakat (Y) 


Berikut ini peneliti uraikan paradigm penelitian:

F. Lokasi penelitian dan Lamanya Penelitian
1. Lokasi Penelitian




Penelitian ini dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Bandung yang beralamat di Jl. Ambon No 1, Citarum Bandung 

wetan 
Kota Bandung, Jawa Barat 40115 Indonesia
2.  Lamanya Penelitian
Lamanya penelitian dimulai dari bulan januari sampai juni 2018. Mulai dari tahap penjajagan, pelaksanaan, dan pembuatan sampai tahap pengujian.
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